
97 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Tindakan pencegahan penghentian penyidikan terhadap tersangka dari segi 

kepastian hukum, yaitu: pertama, perlindungan hukum terhadap tersangka, 

kedua, pemenuhan hak tersangka agar hak tersangka tidak disalahgunakan 

oleh penyidik atau Polri. Republik Indonesia, peraturan perundang-

undangan seperti; surat perintah penangkapan, keempat petugas polisi 

harus memperhatikan dengan seksama barang bukti suatu tindak pidana 

ketika melakukan penuntutan terhadap tersangka, kelima penyidik harus 

berhati-hati dalam melakukan penangkapan agar tidak terjadi kesalahan, 

misalnya penangkapan palsu yang mengakibatkan kerugian bagi 

tersangka. Keenam, apabila tersangka merupakan korban penangkapan 

yang tidak sah, maka pihak tersebut berhak meminta ganti rugi atau 

rehabilitasi kepada penyidik. Dan ketujuh korban penahanan yang tidak 

semestinya itu harus menempuh jalur hukum untuk meminta ganti rugi ke 

pengadilan atau MK. 

2. Tata cara ganti rugi dan rehabilitasi atas kelalaian penyidik dalam 

menangkap tersangka, yaitu korban pertama mengajukan pengaduan ke 

pengadilan negeri, korban kedua melakukan perbuatan melawan hukum, 

dan korban ketiga meminta ganti rugi.  
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B. Saran 

1. Pengaturan penghentian penyidikan terhadap tersangka dipandang dari 

segi kepastian hukum. 

a. Aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam melakukan 

penangkapan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang 

mengakibatkan hilangnya tersangka.  

b.  Rangkaian penegakan perlu membuat aturan baru 

2. Proses ganti rugi dan rehabilitasi atas kelalaian penangkapan tersangka 

oleh penyidik 

a. Sanksi pidana dan/atau tuntutan ganti rugi dan sanksi administrasi 

harus dijatuhkan kepada penanggung jawab aparat penegak hukum 

yang melakukan kesalahan pada saat penangkapan.  
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